POHON KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD Rl

Terwujudnya peran DPD Rl sesuai aspirasi
daerah

IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang
menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU

IK : 1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD
RI(S;) ., 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat
atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (S;,), 3) Nilai
kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN
(S), 4) Nilai kudlitas pertimbangan atas RUU

mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (S,,)

Meningkatnya kualitas pengawasan

IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai
ASMASDA (S.;) , 2) Nilai kRudlitasi tindak lanjut hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA (S3,), 3) Nilai kudlitas tindak
lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai ASMASDA (S.3)

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif
IK : 1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S5;)

mn

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang
dihasilkan DPD RI

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
legislasi RUU (Py;) , 2) Nilai kualitas dukungan
keahlian untuk legislasi RUU (P,;,)

Meningkatnya kualitas

pandangan dan

pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau
DPR

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR (P;»), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pandangan don pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR (P;,,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai APBN

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S;3), 2)

Nilai kualitas dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (5;3,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas

RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan
Agama (P.;), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan
dan Agama (P.;,)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas
pelaksanaan UU

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaan UU  sesuai
ASMASDA (P,;), 2) Nilai kudalitas dukungan
keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU

sesuai ASMASDA (P,;,)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU sesuai ASMADA

IK : ‘I) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk untuk
tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P, 2)
Nilai kudlitas dukungan  keahlion untuk untuk

tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P,.,)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan

Perda sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai kudlitas bahan tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA (P.s), 2) Nilai kualitas keahlian
tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas
Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P,3,)

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD
RI
IK : Nilai RB General (Ps;)

Meningkatnya upaya mengatasi
permasalahan tata kelola pemerintah
IK : Nilai RB Tematik (Ps;,)

mn

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (Kyy,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan

(KIIZ'I)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pandangan dan pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K;,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan
keahlian untuk pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (Kiz)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai

standar yang ditetapkan (K;s;,)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai

standar yang ditetapkan (Kis)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (Kim)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (Kis.)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendendasi

kebijokan atas tabulasi ASMASDA  untuk
pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar

yang ditetapkan (Ky,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (Ky.,), 2)
Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif
DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU
Usul pemerintah atau DPR, masukan atas
perubahan kebijakan Pemerintah (K,), 3) Nilai

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU
sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan
atas tabulasi ASMASDA untuk pemantauan dan

peninjauan sesuai standar yang ditetapkan (Ky;)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatf untuk pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU (K,»,,), 2) Nilai tertimbang efektifitas
pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun untuk penyusunan hasil
pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

sesuai standar yang ditetapkan (Kus;)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan untuk
penyempurnaon kebijakan sesuai  standar yang
ditetapkan (Ksz), 2) Nilai tertimbang masukan

untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K3,,)

\ 4
Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ks;,), 2) Nilai capaion RB
pengelolaan SDM (Ks,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ks;5), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Ksys), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Kss), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah

v
Meningkatnya kualitas upaya untuk
mengurai, menjawab dan mengatasi
permasalahan tata kelola pemerintah yang
dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Nilai capaion RB upaya mengatasi
permasalahan tata kelola pemerintahan yang
dirasakan langsung oleh masyarakat (Ks;2;)

v

tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD kemanfaatannya (Kz) pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
hasil produk hukum DPD Rl (K;;3), 4) Indeks layanan um'un'1, sara!w prasana di kantor pusat
Reformasi Hukum (K,»,) 5) Nilai tertimbang (Kans), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Ksyo),
parlemen DPD RI (K;55) 10) Nilai capaian RB pengawasan internal (K0)
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daerah yang berkualitas untuk legislasi
RUU

IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2)
ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan

data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan
pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi

darah, 5) Konfirmasi stakeholder

Akademik sesuai standar untuk legislasi IK : 1) Uji sahih NA dan draft RUU dengan
RUU kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran

hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi NA oleh Tim

Perumus

tabulasi data ASMASDA untuk pandangan
dan pendapat
IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait

dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi

stakeholder

standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait

dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

standar untuk pertimbangan atas RUU
APBN

IK : 1) Kajion RKP, 2) Kajion KEM - PPKF, 3)
Kajian RUU APBN, 4) Kajian RPJMN, 5) Kajian
RPJPN, 6) Kajian APBN-P, 7) Finalisasi
perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait

dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

standar untuk Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

tabulasi data ASMADA untuk pengawasan
atas pelaksanaan UU

IK : 1) Telaohan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

pelaksanaan UU

pengawasan lapangan

Tersusunnya bahan masukan terhadap

Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalom

RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan DPD RI
IK : 1) Peninjauan laparan, 2) Pembahasan | | pendapat atas RUU usul Pemerintah atau IK : 1) Perumusan hasil
melalui FGD, dIl, 3) Perumusan finalisasi hasil DPR, masukan atas perubahan kebijakan

Rl, 2) Identifikasi

sistem nasional

bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan
Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk

Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampaikannya hasil produk hukum

sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD
dan pemetaan
reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan

Terlaksananya pengelolaan  kerumah
tanggaan dan kerjasama parlemen DPD R
IK : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan
kerjasama parlemen DPD RI

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pemantauan dan peninjauan

IK : 1) Telaaghan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

masukan terhadap RUU

peninjauan terhadap pelaksanaan UU
IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil
ASMASDA, 2) Penetapan RUU Inisiatif DPD RI

pemantauan dan dampak  yang
kemanfaatannya

RI

ditimbulkan

Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU,

serta

IK : 1) Kajion dampak atas pelaksanaan UU, 2)
Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD

monitoring dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai dengan sasaran
pemantauan

IK : 1) Pengkagjian tim pendukung dalam rangka
pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda
selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang
bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah,
2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda , 3) Perumusan hasil
pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

penyempurnaan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah IK : 1)
penyempurnaan  kebijakan  kepada
Pemerintah Daerah, 2)
Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada

Pemerintah  dan

kebijakan kepada

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

harmonisasi legislasi pusat dan daerah

IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan
daerah, 2) Perumusan masukan dalaom rangka
harmonisasi legislasi pusat dan daerah

yang tepat fungsi

IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2)
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General,
3) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan
Publik, 5) Indeks Kualitas Kebijakan, 6) Survei
Kepuasan Masyarakat

manusia yang profesional
IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK

anggaran dan kinerja yang berkualitas
IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan
pembangunan nasional (IPPN)

transparan dan akuntabel
IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2)
Opini BPK

nasional
IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU
Kementerian/Lembaga

pemerintahan

yang transparan dan responsif
IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur IK : 1) Tingkat tindak
sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat
implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan
digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks masyarakat
pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks

Pemerintahan Digital

lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, 2)
Indeks pelayanan publik, 3) Survei kepuasan

yang transparan dan responsif di daerah
pemilihan
IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah

prasarana
Negara

IK : 1) Indeks pengelolaan aset,

sesuai standar di Ibukota prasarana
provinsi

sesuai

standar

IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan

di

ibukota

independen

IK : 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian
inten pemerintah (SPIP), 2) Tingkat keberhasilan
pembangunan zona integritas (ZI), 3) Tingkat
tindak lanjut rekomendasi, 4) Surveil penilaian
integritas

permasalahan tata kelola pemerintahan
yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Penanggulangan
kemiskinan, 2) Realisasi investasi / Peningkatan
investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan
berfokus penanganan stunting/Digitalisasi
administrasi  pemerintahan, 4) Penggunaan
produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya
alom dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan
prioritas aktual presiden




POHON KINERJA
DEPUTI PERSIDANGAN DPD RI

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang
dihasilkan DPD Rl

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
legislasi RUU (Pyy) , 2) Nilai kualitas dukungan

keahlian untuk legislasi RUU (P,;,)

Meningkatnya kualitas pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau
DPR

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR (P;»), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR (P;,,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai APBN

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S;3), 2)

Nilai kualitas dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (5;3,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan
Agama (P.,), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan
dan Agama (P.,,)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas
pelaksanaan UU

IK : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaan  UU  sesuai
ASMASDA (P.;), 2) Nilai kudalitas dukungan
keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU

sesuai ASMASDA (P,;;)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU sesuai ASMADA

K : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk untuk
tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P, 2)
Nilai kualitas dukungan  keahlian untuk untuk

tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P,.,)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai kudlitas bahan tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA (P,3;), 2) Nilai kualitas keahlian
tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas
Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P.,3,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;;)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian

untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan

Kiz)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pandangan dan pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K

v

Meningkatnya kualitas dukungan
keahlian  untuk pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K,

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai

standar yang ditetapkan (Kis;)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai

standar yang ditetapkan (Kis2;)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (Kin)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (Kiz)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
dan keahlian untuk hasil pengawasan atas
pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendendasi
kebijokan atas tabulasi ASMASDA  untuk

pengawasan atas pelaksanaan UU (Ky,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K2121),
2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat
atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU
sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan
atas tabulasi ASMASDA untuk pemantauan dan

peninjauan sesuai standar yang ditetapkan (K,,y,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatf untuk pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU (K,2,), 2) Nilai tertimbang efektifitas
pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan
evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan untuk
penyempurnaan kebijokan sesuai standar yang
ditetapkan (K,s»;), 2) Nilai tertimbang masukan

untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (Ks,,)

atas perubahan kebijakan Pemerintah (K2122), 3) e
Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan S data A (el Jdistepiantin)
FGD hasil produk hukum DPD RI (K;;,3), 4) Indeks
Reformasi Hukum (Ky2,) 5) Nilai tertimbang
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama
parlemen DPD RI (Ky5)
A 4 A 4
4 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ \ \ 4 \ 4 h 4
Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Tersusunnya rumusan rancangan UU Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas Tersedianya uji petik pengawasan atas Tersusunnya bahan masukan terhadap Tersampaikannya hasil produk hukum Terlaksananya pengelolaan  kerumah Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas masukan terhadap RUU Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil masukan sebagai Tersedianya masukan
daerah yang berkualitas untuk legislasi Akademik sesuai standar untuk legislasi IK : 1) Uji sahih NA dan draft RUU dengan tabulasi data ASMASDA untuk pandangan standar untuk pandangan dan pendapat tabulasi data ASMASDA untuk standar untuk pertimbangan atas RUU tabulasi data ASMASDA untuk standar untuk Pertimbangan atas RUU tabulasi data ASMADA untuk pengawasan pelaksanaan UU RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan DPDRI tanggaan dan kerjasama parlemen DPD R tabulasi data ASMASDA untuk pemantauan dan dampak  yang monitoring dan evaluasi atas Ranperda penyempurnaan kebijakan kepada harmonisasi legislasi pusat dan daerah
RUU RUU kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU dan pendapat IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran Pertimbangan atas RUU APBN APBN Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama atas pelaksanaan UU IK : 1) Peninjauan laparan, 2) Pembahasan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau IK : 1) Perumusan hasil IK : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan Pemantauan dan peninjauan peninjauan terhadap pelaksanaan UU kemanfaatannya dan Perda sesuai dengan sasaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah IK : 1) IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan
IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2) IK : 1) Kajion sesuai usulan tentang gambaran IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait IK : 1) Kajian RKP, 2) Kajian KEM - PPKF, 3) Pendidikan dan Agama IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran IK : 1) Telaahan ASMASDA atas pelaksanaan UU melalui FGD, dIl, 3) Perumusan finalisasi hasil DPR, masukan atas perubahan kebijakan sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD kerjasama parlemen DPD RI IK : 1) Telaahan ASMASDA atas pelaksanaan UU IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2) pemantauan penyempurnaan  kebijakan  kepada daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka

ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan
data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan
pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi

darah, 5) Konfirmasi stakeholder

hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi NA oleh Tim

Perumus

dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi

stakeholder

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

Kajian RUU APBN, 4) Kajian RPJMN, 5) Kajian
RPJPN, 6) Kajion APBN-P, 7) Finalisasi
perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

pengawasan lapangan

Pemerintah

IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalom
bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan

Rl, 2) Identifikasi

reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan

sistem nasional

dan pemetaan

Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis atau usulan perubahan RUU

tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

ASMASDA, 2) Penetapan RUU Inisiatif DPD RI

RI

Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD

IK : 1) Pengkajian tim pendukung dalam rangka
pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda
selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang
bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah,
2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda , 3) Perumusan hasil

pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Pemerintah  dan

Pemerintah  Daerah, 2) harmonisasi legislasi pusat dan daerah
Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
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POHON KINERJA
DEPUTI ADMINISTRASI DPD R

A
Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD Meningkatnya upaya mengatasi
RI permasalahan tata kelola pemerintah
IK : Nilai RB General (Ps;) IK : Nilai RB Tematik (Ps,)
J— Yy R Yy )
Meningkatnya efektifitas sistem dan tata Meningkatnya kualitas upaya untuk
kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB mengurai, menjawab dan mengatasi
pengelolaan organisasi (Ksm), 2) Nilai capaian RB permasalahan tata kelola pemrintah yang
pengelolaan SDM (Kxr), 3) Nilai capaian RB dirasakan langsung oleh masyarakat
pengelolaan kinerja (Ks;5), 4) Nilai capaian RB K : Nilai 5 RB .
pengelolaan keuangan (Ksu.), 5) Nilai capaian RB : 1 Nilai capaian Sl mengatasi
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian permasalahan tata kelola pemerintahan yang
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai dirasakan langsung oleh masyarakat (Ks;,,)
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksns), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Ksyo),
10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ksmo)
Vg, T
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Yy
Terlaksananya pengelolaan  organisasi Terlaksananya pengelolaan sumber daya Terlaksananya pengelolaan perencanaan, Terlaksananya pengelolaan keuangan yang Terlaksananya  pengelolaan  prioritas Terlaksananya digitalisasi tata kelola Terlaksananya pelayanan informasi publik Terlaksananya pelayanan informasi publik Terlaksananya pengelolaan sarana dan Terlaksananya pengelolaan sarana dan Terlaksananya pengawasan internal yang Terlaksananya Shaye HEREata
yang tepat fungsi manusia yang profesional anggaran dan kinerja yang berkualitas transparan dan akuntabel nasional pemerintahan yang transparan dan responsif yang transparan dan responsif di daerah prasarana sesuai standar di Ibukota prasarana sesuai standar di ibukota independen perma§alahan tata kelola pemerintahan
IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2) IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2) IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur IK : 1) Tingkat tindak lonjut pengaduan pemilihan Negara provinsi !K ) Tlnghut maturitas sl.stem pengenda!lcm yang dirasakan langsung oleh masyarakat
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, pembangunan nasional (IPPN) Opini BPK Kementerian/Lembaga sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, 2) IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah IK : 1) Indeks pengelolaan aset, IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan inten pemerintah (SPII?), 2) .Tlnghat heberl.wsllan IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Penanggulangan
3) Tingkat Copaian Sistem Kerja untuk implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan Indeks pelayanan publik pembangunan zona integritas (2I), 3) Tingkat kemiskinan, 2) Realisasi investasi / Peningkatan
Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks tindak lanjut rekomendasi, 4) Surveil penilaion investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan
Publik, 5) Indeks Kualitas Kebijakan, 6) Survei pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks integritas berfokus penanganan stunting/Digitalisasi
Kepuasan Masyarakat Pemerintahan Digital administrasi  pemerintahan,  4)  Penggunaan
produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya
alom dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan
prioritas aktual presiden




POHON KINERJA
BIRO PERSIDANGAN | DPD RI

e
B

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan

(Kiz)

v

Meningkatnya kualitas dukungan
keahlian ~ untuk  pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K,

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (Kys2)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K2121),
2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif DPD Rl serta pandangan dan pendapat
atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan
atas perubahan kebijakan Pemerintah (K2122), 3)
Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan
FGD hasil produk hukum DPD RI (K;;,3), 4) Indeks
Reformasi Hukum (K,5,) 5) Nilai tertimbang
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama

parlemen DPD RI (Ky,5)

ASMASDA

kemanfaatannya (K,,2,)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai

IK : 1) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatf untuk pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU (K,»,), 2) Nilai tertimbang efektifitas
pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan
evaluasi Ranperda dan Perda sesuai stnadar yang

ditetapkan (K,s;)

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan untuk
penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang
ditetapkan (Ks»;), 2) Nilai tertimbang masukan

untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (Ks,,)

.

\ 4

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) Uji sahih NA dan draft RUU dengan
kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk pandangan dan pendapat

IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

A

Tersedianya uji petik pengawasan atas
pelaksanaan UU

IK : 1) Peninjauan laparan, 2) Pembahasan
melalui FGD, dll, 3) Perumusan finalisasi hasil

pengawasan lapangan

Tersusunnya bahan masukan terhadap
RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan
pendapat atas RUU usul Pemerintah atau
DPR, masukan atas perubahan kebijakan

A\ 4

Terlaksananya pengelolaan  kerumah
tanggaan dan kerjasama parlemen DPD R
IK : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan
kerjasama parlemen DPD RI

A 4

IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam
bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan
Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersedianya masukan terhadap RUU
inisiatif ~ untuk pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU

IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil

ASMASDA, 2) Penetapan RUU Inisiatif DPD RI

Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU,
dampak yang  ditimbulkan  serta
kemanfaatannya

IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2)
Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD
RI

A 4

N\

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil
monitoring dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai dengan sasaran
pemantauan

IK : 1) Pengkajian tim pendukung dalam rangka

Tersedianya masukan sebagai Tersedianya masukan dalam rangka
penyempurnaan kebijakan kepada harmonisasi legislasi pusat dan daerah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah IK : 1) IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan
Kajian  penyempurnaan  kebijokan kepada daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka
Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah, 2) harmonisasi legislasi pusat dan daerah
Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada

pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda
selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang
bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah,
2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda , 3) Perumusan hasil

pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

\ 4




POHON KINERJA
BIRO PERSIDANGAN [l DPD RI

e
e =

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan

(Kiz)

v

v

Meningkatnya kualitas dukungan
keahlian  untuk  pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR

K : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K,

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai
standar yang ditetapkan (Kis2;)

v

a. S
]

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk

pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (K.

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

K : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K2121),
2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif DPD Rl serta pandangan dan pendapat
atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan
atas perubahan kebijakan Pemerintah (K2122), 3)
Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan
FGD hasil produk hukum DPD RI (K;;,3), 4) Indeks
Reformasi Hukum (K,5,) 5) Nilai tertimbang
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama

parlemen DPD RI (Ky,5)

- -

I

\ 4

A 4

Tersusunnya rumusan rancangan UU
K : 1) Uji sahih NA dan draft RUU dengan
kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU

.

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk pandangan dan pendapat

K : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk pertimbangan atas RUU
APBN

K : 1) Kajion RKP, 2) Kajian KEM — PPKF, 3)
Kajian RUU APBN, 4) Kajian RPJMN, 5) Kajian
RPJPN, 6) Kajian APBN-P, 7) Finalisasi
perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

-

A

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

K : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersedianya uji petik pengawasan atas

Tersusunnya bahan masukan terhadap

A\ 4

pelaksanaan UU

pengawasan lapangan

IK : 1) Peninjauan laparan, 2) Pembahasan
melalui FGD, dll, 3) Perumusan finalisasi hasil

RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan
pendapat atas RUU usul Pemerintah atau
DPR, masukan atas perubahan kebijakan
Pemerintah

K : 1) Usulon perubahan kebijakan dalam
bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan
Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk

Teknis atau usulan perubahan RUU

Terlaksananya pengelolaan  kerumah
tanggaan dan kerjasama parlemen DPD R
K : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan
kerjasama parlemen DPD RI

I N [




POHON KINERJA
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN DPD RI

Meningkatnya kualitas pengawasan atas
pelaksanaan UU

K : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaoan  UU  sesuai

ASMASDA (P.;), 2) Nilai kudalitas dukungan
keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU

sesuai ASMASDA (P,;;)

A

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K2121),
2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif DPD Rl serta pandangan dan pendapat
atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan

Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan
FGD hasil produk hukum DPD RI (K;;,3), 4) Indeks
Reformasi Hukum (K,;,) 5) Nilai tertimbang
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama

parlemen DPD RI (K,;55)

Tersampaikannya hasil produk hukum
DPD RI

IK : 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan
sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD

Rl, 2) Identifikasi dan pemetaan regulasi,
reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan

sistem nasional

atas perubahan kebijakan Pemerintah (K2122), 3)
\ 4




POHON KINERJA
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang
dihasilkan DPD Rl

K : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk
legislasi RUU (Py;,) , 2) Nilai kualitas dukungan

keahlian untuk legislasi RUU (P,;,)

Meningkatnya kualitas pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau
DPR

IK : 1) Nilai kudalitas dukungan bahan untuk
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR (P;»), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR (P;,,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai APBN

IK : 1) Nilai kudalitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S3,), 2)

Nilai kualitas dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S3,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan

Agama (P.;), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan

dan Agama (P.,,)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas
pelaksanaan UU

K : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaoan  UU  sesuai

ASMASDA (P.;), 2) Nilai kudalitas dukungan
keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU

sesuai ASMASDA (P,;;)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU sesuai ASMADA

K : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk untuk
tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P.y), 2)
Nilai kualitas dukungan  keahlion untuk untuk

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai kudlitas bahan tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA (P,3;), 2) Nilai kualitas keahlian
tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas

tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P-,,)

Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P,s,)

v

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;;)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pandangan dan pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan(Ki,;,)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;s,,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;4,,)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendendasi
kebijokan atas tabulasi ASMASDA  untuk
pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar
yang ditetapkan (Kui)

i A

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU
sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan
atas tabulasi ASMASDA untuk pemantauan dan

peninjauan sesuai standar yang ditetapkan (K,.,,)

- v -
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Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan
daerah yang berkualitas untuk legislasi
RUU

IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2)
ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan
data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan
pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi

darah, 5) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk pandangan
dan pendapat

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi

stakeholder

h 4

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU APBN

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

v

A 4

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMADA untuk pengawasan
atas pelaksanaan UU

IK : 1) Telaohan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

e p——

h 4

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pemantauan dan peninjauan

IK : 1) Telaohan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

B —
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POHON KINERJA
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN
KEBUAKAN HUKUM DPD Rl

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan(K;,;)

v

v

Meningkatnya kualitas dukungan
keahlian  untuk  pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan (K,

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk

pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama sesuai standar yang

ditetapkan (K.

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar
utuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K2121),
2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif DPD Rl serta pandangan dan pendapat
atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan
atas perubahan kebijakan Pemerintah (K2122), 3)
Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan
FGD hasil produk hukum DPD RI (K;;,3), 4) Indeks
Reformasi Hukum (K,5,) 5) Nilai tertimbang
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama

parlemen DPD RI (Ky,5)

v

v

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatf untuk pemantauan dan peninjauan terhadap

pelaksanaan UU (K,2,), 2) Nilai tertimbang efektifitas
pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta

kemanfaatannya (K,,2,)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan
evaluasi Ranperda dan Perda sesuai dengan standar

yang ditetapkan(K,s)

\ 4

Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah
Akademik sesuai standar untuk legislasi
RUU

IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis
RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi NA oleh Tim

Perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk pandangan dan pendapat

IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai
standar untuk Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran
hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis

RIA dan ROCCIPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya bahan masukan terhadap
RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan
pendapat atas RUU usul Pemerintah atau
DPR, masukan atas perubahan kebijakan
Pemerintah

IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam
bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan
Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampaikannya hasil produk hukum
DPD RI

IK : 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan
sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD

Rl, 2) Identifikasi dan pemetaan regulasi,
reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan

sistem nasional

Tersedianya masukan terhadap RUU
inisiatif ~ untuk pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU

IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil
ASMASDA, 2) Penetapan RUU Inisiatif DPD RI

4

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil
monitoring dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai dengan sasaran
pemantauan

IK : 1) Pengkajian tim pendukung dalam rangka
pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda
selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang
bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah,
2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda, 3) Perumusan hasil

pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda




POHON KINERJA
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN
KEANGGOTAAN DPD Rl

h 4

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

A 4

Terlaksananya pengelolaan organisasi
yang tepat fungsi

IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2)
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General,
3) Tingkat Capaion Sistem Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan
Publik, 5) Indeks Kudlitas Kebijakan, 6) Survei
Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya pengelolaan sumber daya
manusia yang profesional
IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK

4’_
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POHON KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPD RI

h 4

\ 4

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

Meningkatnya kualitas upaya untuk
mengurai, menjawab dan mengatasi
permasalahan tata kelola pemrintah yang
dirasakan langsung oleh masyarakat

IK : 1) Nilai capaian RB upaya mengatasi
permasalahan tata kelola pemerintahan yang
dirasakan langsung oleh masyarakat (Ks;,,)

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

Terlaksananya pengelolaan perencanaan,
anggaran dan kinerja yang berkualitas

IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan
pembangunan nasional (IPPN)

Terlaksananya pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel

IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2)
Opini BPK

Terlaksananya  pengelolaan  prioritas
nasional

IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU
Kementerian/Lembaga

S i e e

h 4

Terlaksananya upaya mengatasi
permasalahan tata kelola pemerintahan
yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Penanggulangan
kemiskinan, 2) Redlisasi investasi / Peningkatan
investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan
berfokus penanganan stunting/Digitalisasi
administrasi  pemerintahan, 4) Penggunaan
produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya
alom dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan
prioritas aktual presiden




POHON KINERJA
BIRO SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI DPD RI

v
Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

@

Terlaksananya digitalisasi tata kelola
pemerintahan

IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur
sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat
implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan
digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks
pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks
Pemerintahan Digital




POHON KINERJA
BIRO PROTOKOL, HUMAS DAN MEDIA DPD RI

v
Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

o
Terlaksananya pelayanan informasi publik
yang transparan dan responsif
IK : 1) Tingkat tindak lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, 2)
Indeks pelayanan publik




POHON KINERJA
BIRO UMUM DPD RI

h 4

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

S = s e e

Terlaksananya pengelolaan sarana dan
prasarana sesuai standar di lbukota
Negara

IK : 1) Indeks pengelolaan aset,




POHON KINERJA
INSPEKTORAT DPD RI

h 4

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ksy,), 2) Nilai capaian RB
pengelolaan SDM (Ksy,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksug), 9) Nilai capaion RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

S = s e e ey e

Terlaksananya pengawasan internal yang
independen

IK : 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian
inten pemerintah (SPIP), 2) Tingkat keberhasilan
pembangunan zona integritas (ZI), 3) Tingkat
tindak lanjut rekomendasi, 4) Surveil penilaian
integritas




POHON KINERJA
KANTOR DPD RI DI IBUKOTA PROVINSI

N
0

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar (Ky,)

v

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan
evaluasi Ranperda dan Perda (K,s;)

N\

mn
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Meningkatnya efektifitas sistem dan tata

kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capain RB
pengelolaan organisasi (Ks;,), 2) Nilai capaion RB
pengelolaan SDM (Ks,), 3) Nilai capaion RB
pengelolaan kinerja (Ksis), 4) Nilai capaian RB
pengelolaan keuangan (Ksy.,), 5) Nilai capaion RB
digitalisasi pemerintahan (Kj;s), 6) Nilai capaian
RB pelayanan informasi publik (Ksue), 7) Nilai
capaian RB pelayanan informasi publik di daerah
pemilihan (Ks,;;), 8) Nilai capaian RB pengelolaan
layanan umum, sarana prasana di kantor pusat
(Ksus), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana
dan prasarana di kantor ibukota provinsi (Kayo),

10) Nilai capaian RB pengawasan internal (Ks0)

h 4

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan
daerah yang berkualitas untuk legislasi
RUU

IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2)
ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan

data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan
pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi

darah, 5) Konfirmasi stakeholder

B .
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v

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil
monitoring dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai dengan sasaran
pema ntauan

IK : 1) Pengkagjian tim pendukung dalam rangka
pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda
selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang
bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah,
2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda , 3) Perumusan hasil

pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

mn
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Terlaksananya pelayanan informasi publik
yang transparan dan responsif di daerah
pemilihan

IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah

Terlaksananya pengelolaan sarana dan
prasarana sesuai standar di ibukota
provinsi

IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan

-
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